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Abstrak
 

Hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan yang dilakukan oleh· Akuntan Publik (Auditor) merupakan

salah safu sumber informasi keuangan yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Namun

demikian, tidak tertutup kemungkinan hasil pemeriksaan tersebut salah sehingga dapat menyesatkan dan

merugikan para pengguna (user). Dalam melaksanakan tugasnya, selain berpedoman pada standar

pemeriksaan serta memiliki tanggungjawab profesi, akuntan publik juga mempunyai tanggung jawab

hukum. Di Indonesia aturan hukum yang mengatur mengenai profesi akuntan publik telah ada, tetapi

terpisah dalam berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-undang No. 7 tahun 1992

tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang· Perseroan Terbatas dan Undang-undang

No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal Sehingga dapat dikatakan belum ada suatu aturan yang khusus

mengatur mengenai akuntan publik. Namun demikian, dipandang dari sudut hukum perdata, pasal 1365,

1366, dan 1367 KUHPer dapat di gunakan sebagai dasar hukum yang dikenakan kepada auditor yang

melakukan-kesalahan, sehingga auditor tersebut dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum

apabila ia terbukti memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, dan dengan demikian

betanggungjawab untuk mengganti kerugian karena kesalahannya. Sebelum mengajukan gugatan kepada

auditor, perlu diperhatikan apakah auditor tersebut bekerja sendiri atau atas nama Kantor Akuntan Publik

(KAP), selain itu untuk auditor yang bekerja di KAP harus pula diperhatikan apakah ia sekutu dari KAP

tersebut, atau hanya asisten yang bekerja di KAP tersebut. Auditor yang bekerja sendiri bertanggungjawab

langsung atas kesalahan yang dibuatnya, sedangkan auditor yang bekerja di KAP, maka yang

bertanggungjawab adalah KAP tempatnya bekerja, yang diwakili oleh para sekutu KAP. Pembuktian

kesalahan auditor, tidak harus dibebankan kepada penggugat yang mungkin awam mengenai masalah

akuntansi, tetapi hakim dapat membebankan kepada auditor untuk membuktikan bahwa dirinya tidak

bersalah selanjutnya hakim dapat meminta saksi. ahli untuk memberikan penilaian terhadap pembuktian

tersebut di dalam praktek di Indonesia, kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik belum

ada yang diselesaikan di pengadilan, hal ini disebabkan antara lain masyarakat kurang memahami tugas dan

tanggung jawab auditor, adanya suatu anggapan bahwa penyelesaian suatu perkara di pengadilan hanya

menghabiskan waktu, tenaga dan biaya, belum ada aturan hukum yang memadai yang secara khusus

mengatur mengenai pelanggaran profesi akuntan pub1ik, kurangnya pengetahuan perangkat hukum

mengenai profesi akuntan publik, adanya kecenderungan untuk menyelesaikan perkara secara intern di

kalangan profesi akuntan publik.
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